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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab pembiaran harta
waris dan analisis kasus pembiaran harta waris dalam perspektif hukum Islam
di Kecamatan Amuntai Tengah.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang
menganalisis dan mengkaji bekerjanya di dalam masyarakat. Penelitian ini
menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yaitu merupakan pendekatan yang
menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika
sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Kemudian analisis dalam
penelitian ini bersifat deskriptif, berarti dalam menganalisis penulis
berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan hasil penelitian
yang dilakukan. Analisis menggunakan pendekatan kualitatif, yakni suatu cara
analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data
yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah
laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.
Penelitian ini menghasilkan temuan; Pertama: faktor penyebab terjadinya
pembiaran harta waris, yaitu kurangnya tingkat kesadaran ahli waris untuk
melaksanakan hukum kewarisan Islam, tidak semua ahli waris berdomisili di
kota Amuntai, adanya anggapan bahwa membagi harta warisan terlalu awal
adalah hal yang tidak sopan, harta peninggalan yang tidak diketahui berapa
jumlah dan keberadaannya, pertikaian di antara ahli waris, adanya ahli waris
yang lebih dominan menguasai harta waris dan menggunakannya tanpa
persetujuan. Kedua: Analisis kasus pembiaran terhadap harta warisan ini
yaitu, praktek pembiaran terhadap harta waris di Kecamatan Amuntai Tengah
ini terlihat jelas bahwa adanya ketidaktaatan dalam menjalankan ketentuan
syariat agama dan sesuatu yang tidak bisa dibenarkan serta sangat
bertentangan dengan hukum Islam. Pendidikan yang tinggi tidak menjamin
ketaatan seseorang dalam melaksanakan ketentuan syariat Islam. Akan tetapi
pendidikan yang tinggi juga harus dibarengi dengan tingkat kesadaran,
kepatuhan dalam menjalankan hukum, serta dibarengi dengan keimanan dan
ketakwaaan dalam menjalankan perintah agama.



